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KAJIAN TEORI
A. Teori Penegakan Hukum
1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah
Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang
mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa
semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang
dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan
masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia
yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini
dikemukakan oleh Hans Kelsen.?® Van Doorn, sosiolog hukum Belanda
seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.** mengutarakan bahwa:

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku)

manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema

yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman,

pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan

membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip
Soerjono Soekanto.® mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah

dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang

memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan

% Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II,
Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press,
1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), h. 34-37

2% Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

%% Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2006), h. 34
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untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk
berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum
didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa
hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi
pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi,
kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu
sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan
perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutnya
semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari
pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono
Soekanto.”®

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono
Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi
masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von lhering menganggap hukum
sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya
sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya.
Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan
untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.?’

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa hukum bila ditinjau
dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku

manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan

%6 Sperjono Soekanto, Pokok-Pokok, ... h. 38-39
2" Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok, ... h. 41
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antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan
pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman
dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan
kedamaian.?®

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti
bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau
pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai
pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau
direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia
dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif
mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai
yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus
disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu
dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari
rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan
hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo
menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law
enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan
masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan

pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut

%8 B, Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atma
Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8
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merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut
penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut
rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan
application (Amerika).?®

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur
kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari
eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum.
Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk
mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai
dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare state).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan
mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan
hidup.*® Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam
pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada
umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional,
termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki
kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (privileged
few) di atas “penderitaan” banyak orang.*® Untuk mengatasi

ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah

2% Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,... h. 175-183
%0 satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,... h. 3
%1 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum, ... h. 142-143
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tegas (affirmative action). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu
kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah
kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang
bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi
sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus
dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran
hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi
kenyataan.’* Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama
kepastian hukum (rechtssicherheit), yang berarti bagaimana hukumnya
itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam
pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (fiat justitia et
pereat mundus). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena
hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan
(zweekmassigkeit), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan
hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi
masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan
menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (gerechtigheit),
bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena
hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat
menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena

keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

%2 sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka, 2005), h. 160-161
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Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang
dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-
norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau
berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower),
membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to
derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu
negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat
dicegah.*

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam
bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving.
Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, Handhaving adalah
pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen
administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan
hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving
meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara
represif dan fase compliance yang berarti preventif.>*

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan

bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan

%% Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar

Grafika, 2008), h. 42

49

% Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-
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berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi
pidana”.* Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:*

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan
untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak,
masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi
masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi
Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem
atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai
karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai
karakteristiknya.®” Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip
Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi

pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum.

Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu

pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini

ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya

meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana
pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.*®

B. Konsep tentang Kepolisian
1. Pengertian, Fungsi dan Wewenang Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian
nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah

presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia.

% Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2000), h. 375

% Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata,... h. 375-376

%" Hardjasoemantri, Hukum Tata,... h. 376

%8 Hardjasoemantri, Hukum Tata,... h.376
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Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat
sampai ke dareah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian
adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi.*
Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea yang berarti seluruh
pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan
fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi,
disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Polisi adalah: 1. badan pemerintahan yang bertugas
memelihara keamanan dan ketertiban umum. 2. anggota badan pemerintah
(pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsh).*° Istilah Polisi
menurut Reymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk
melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut
Steinmezt bahwa: untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan
beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum
dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah
mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban
umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk
menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka
yang diberi tugas tersebut disebut pegawai polisi.

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: *

%9 http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/, Di akses pada
tanggal 23 september 2022, Pukul 15.10 WIB
*0 https://kbbi.web.id/polisi, Di akses pada tanggal 23 september 2022, pukul 15.50 WIB



36

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kepolisian
merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan
dari pemerintahan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002
tentang Kepolisian bahwa: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibnas, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa: Kepolisian Negara Republik
Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang
meliputi terpelihara tegaknya hukum, terselengaranya perlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.**

Jika dilihat secara yuridis, fungsi kepolisian berkaitan dengan
kewenangan kepolisian yang berlandaskan undang-undang atau peraturan
perundang-undangan. Kewenangan Kepolisian mencakup dalam tataran
represif, preventif, dan preemtif. Tataran represif adalah dimana pada
waktu melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutanmakan azas
legalitas, hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan
tataran preventif dan pre-emtif adalah dimana dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya selalu mengutamakan azas preventif, azas partisipatif

(memberikan kesempatan terhadap peran serta masyarakat dalam

1 http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/, Di akses pada
tanggal 23 september 2022, Pukul 15.10 WIB
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melaksanakan tugasnya), dan azas subsidair (azas yang mewajibkan Polri
melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi tekhnis yang berwenang
hadir di tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi
yang berwenang).

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30
ayat (4) (setelah di amandemen):

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang
menjaga keamanan dan Kketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Berdasarkan pasal tersebut jelas prioritas Polri adalah pada
penegakan hukum. Berarti tugas-tugas kepolisian lebih di arahkan kepada
bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan
pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.
Beberapa peran Kepolisian dalam melaksanakan fungsinya:

2) Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum
Kepolisian merupakan bagian dari Criminal Justice System
selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum
(represif) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi
kejahatan internasional. Dalam melaksanakan perannya untuk
menciptakan kepastian hukum Polri harus professional dalam bidang
hukum acara pidana dan perdata dan mampu meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat sehingga tidak terjadi korban dari tindakan
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kesewenang-wenangan serta harus mampu menolak suap atau
sejenisnya.
Peran Kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat
Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang
diatur dalam ketentuan perundang-undangan maupun yang belum
diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peran ini diwujudkan
dalam bentuk:
a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan
dan merasa tidak lebih di mata masyarakat
b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan
segala bentuk kesulitan masyarakat
c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan tidak melakukan
pelanggaran hukum
d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi
masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Peran Kepolisian sebagai pelayan masyarakat
Peran ini menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan
masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras.
Kepolisian sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan
masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan.
Sebagaimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintahan dalam bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban
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masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian,

dicantumkan pada Bab 111 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.Adapun tugas pokok Kepolisian

disebutkan dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 adalah:

a. Memelihara keamana dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum dan,

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat

Pada pasal 14 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 dalam

menjalankan tugas pokok kepolisian, aparat polri bertugas

menjalankan:

a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kenutuhan

b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan

c. Turut serta dalam membina hukum nasional

d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
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Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya
Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensic dan psikologi keolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian.
Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk - memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia
Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
di tangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang
Memberikan pelayanan kepada masyarakatsesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada

Pasal 15 ayat (1) berbunyi Polri secara umum berwenang:
Menerima laporan dan/atau pengaduan;
Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
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e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administrative kepolian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;

i. . Mencari keterangan dan barang bukti;

J. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat;

I.  Memberikan bantuan pengamanan pada siding pelaksanaan
putusan pengadilan, kehiatan instansi lain, serta kegiatan
masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara

Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya
berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan umum dan kegiatan
masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaran bermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemebritahuan tentang kegiatan politik;
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e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api,
bahan peledak, dan senjata tajam;

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian
khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidag teknis
kepolisian;

h. Melakukan kerjasam dengan kepolisian Negara lain dalam
menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan
instansi lain;

J. Mewakili Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional,

k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian

C. Konsep Kecelakaan Lalu Lintas
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang sangat kompleks,
karena bisa memiliki banyak sekali faktor penyebab, meningkatnya jumlah
kendaraan dari tahun ke tahun merupakan faktor pendukung meningkatnya
kecelakaan lalu lintas, kepadatan lalu lintas (volume kendaraan), musim
(kemarau/penghujan), jenis kendaraan, waktu (gelap/terang), perilaku

berkendara yang aman (safety riding), kondisi kendaraan merupakan beberapa
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faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu
lintas, kecelakaan lalu lintas ini dapat mempengaruhi pengendara menjadi
trauma ataupun sampai meninggal dunia.*?

Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan
raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan
dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau
kerugian harta benda.*® Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu
lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja
yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.**

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa
kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang
tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana
terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna
jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau
kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Berdasarkan jenis kendaraan yang melintas di jalan raya, kendaraan
bermotor roda dua atau sepeda motor mempunyai resiko yang tinggi dalam
menyumbang kejadian kecelakaan lalu lintas. Cidera tak disengaja akibat

kecelakaan kendaraan bermotor lebih banyak menyebabkan kematian

2 Azzirrahman, M., Normelani, E., & Arisanty, D, Faktor Penyebab Terjadinya
Kecelakaan Lalu Lintas pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin, Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015, h. 20-37

“3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

** Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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dibandingkan dengan tipe cedera yang lainnya. Jumlah kecelakaan lalu lintas
akibat dari kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan sepeda motor
mengalami kenaikan dari tahun ketahun dari pada jenis lainya seperti mobil
penumpang, bus, mobil truk. Berdasarkan latar belakang diatas untuk meneliti
hubungan karakteristik dan perilaku individu berkendara dengan kecelakaan
lalu lintas.
1 Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu

lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1) Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan
kerusakan kendaraan dan atau barang.

2) Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan
luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan
dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit
yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang
diklasifikasikan luka berat.

3) Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud luka berat
adalah yangmengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan
sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu
terus menerus untuk menjalankan tugas dan jabatan atau pekerjaan,

kehilangan salah satu panca indra, menderita cacat berat atau lumpuh,
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terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya
seseorang, dan luka berat yang membutuhkan perawatan rumah sakit
lebih dari 30 hari.
2 Jenis Kecelakaan Lalu Lintas
Jenis kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI (2006) yang dapat
dibagi menjadi:
a. Jenis kecelakan menurut jenis tabrakan

1) Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah
yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.

2) Rear-End (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain
yang bergerak searah.

3) Sideswape (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain
dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah
yang berlawanan.

4) Head-On (Ho), tabrakan antara yang berjalanan pada arah yang
berlawanan (tidak sideswape).

5) Backing, tabrakan secara mundur.

b. Jenis kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat

1) Kecelakaan Tunggal, yaitu kecelakaan yang melibatkan satu
kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain,
contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan

terguling akibat ban pecah.
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2) Kecelakaan Ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari
satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalankaki yang
mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat bersamaan.

3 Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang sangat kompleks, karena
bisa memiliki banyak sekali faktor penyebab suatu kecelakaan lalu lintas
bisa berasal dari manusia, kendaraan, dan lingkungan. Faktor manusia
dipengaruhi oleh pengemudi, penumpang, pemakai jalan, faktor kendaraan
dipengaruhi oleh kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor, dan
faktor lingkungan dipengaruhi oleh cuaca dan geografis.*
a. Faktor manusia

Faktor manusia sebagai pengendara yaitu orang yang melaksanakan

pekerjaan mengemudi, mengendalikan dan mengarahkan kendaraan

kesuatu tempat tertentu. Manusia sebagai pengendara memiliki faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis
dan faktor fisiologis. Keduanya faktor dominan yang mempengaruhi
manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis dapat
berupa mental, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Sedangkan faktor
fisiologis mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman,

kelelahan, dan sistem syaraf.

*> Wesli Wesli, Pengaruh Pengetahuan Berkendaraan Terhadap Perilaku Pengendara
Sepeda Motor Menggunakan Structural Equation Model (SEM), Teras Jurnal, Volume 5 Nomor 1,
Maret 2015, h. 43-50



47

b. Faktor kendaraan
Faktor kendaraan yaitu sepeda motor merupakan salah satu faktor yang
menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Memilih sepeda
motor yang cocok dan sesuai kebutuhan adalah keputusan penting
yang harus dipilih oleh seorang pengendara. Pengendara harus
mempertimbangkan ukuran tubuh ketika memilih sepeda motor,
kondisi internal dari sepeda motoritu sendiri juga merupakan hal yang
wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan
bagi pengendara sepeda motor tersebut. Faktor-faktor diantaranya yang
paling sering terjadi adalah ban pecah/kempes ban, rem tidak berfungsi
sebagaimana seharusnya, lampu kendaraan (lampu utama, lampu
indikator/sein, lampu rem).
c. Faktor lingkungan fisik

Faktor lingkungan fisik merupakan faktor dari luar yang berpengaruh
terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, lingkungan fisik yang
dimaksud terdiri dari dua unsur, yakni faktor jalan, dan faktor
lingkungan. Faktor jalan meliputi kondisi jalan yang rusak, berlubang,
licin, gelap, tanpa marka, dan tikungan/tanjakan/turunan tajam, selain
itu lokasi jalan seperti didalam kota atau diluar kota (pedesaan) dan
volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan
lalu lintas. Interaksi antara faktor jalan dan faktor lingkungan inilah
yang akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah

satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
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Dari beberapa kajian dan penelitian dilapangan dapat disimpulkan
bahwa kecelakaan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh faktor manusia,
kendaran, dan lingkungan fisik serta interaksi oleh kombinasi dua atau
lebih faktor tersebut.

Karakteristik Pengendara

Didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak. Sebagian
menyebutkan karakter sebagai penilaian subyektif terhadap kualitas moral
dan mental, sementara yang lainnya menyebutkan karakter sebagai
penilaian subyektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya merubah
atau membentuk karakter hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap
intelektual seseorang.

Ada empat Karakteristik yang mempengaruhi mental seorang
pengemudi yaitu secara kecerdasan/inteligensia, motivasi, belajar dan
emosi.

a) Kecerdasan, Istilah kecerdasan diturunkan dari kata inteligensi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inteligensi adalah
kemampuan berurusan dengan abstraksi-abstraksi mempelajari suatu
kemampuan menangani situasi-situasi baru. Secara umum, kecerdasan
(inteligensi) merupakan suatu konsep abstrak yang diukur secara tidak
langsung oleh para psikolog melalui tes inteligensi untuk mengestimasi
proses intelektual / kesanggupan mental untuk memahami,
menganalisis secara kritis cermat dan teliti, serta menghasilkan ide-ide

baru secara efektif dan efisien, sehingga kajian-kajian kecelakaan yang
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terkait dengan kecerdasan menunjukkan semakin tinggi kecerdasan
akan semakin baik menganalisis keadaan untuk mengambil langkah
pengemudian kendaraan yang lebih tepat.

Motivasi, Pertimbangan motivasi untuk melakukan perjalanan
merupakan bagian dasar perencanaan lalu lintas. Motivasi dipengaruhi
oleh kelelahan suasana batin pengemudi dan kejenuhan sehingga
pengemudi menjadi kurang hati-hati dan beresiko terhadap kecelakaan.
Belajar, Untuk bisa mengendalikan kendaraan dalam lalu lintas dengan
sempurna, pengguna jalan senantiasa  harus = meningkatkan
keahliaannya dan pengetahuannya. Semakin berpengalaman seorang
pengemudi semakin mulus mengemudikan kendaraannya dan semakin
rendah pelanggaran yang dilakukannya, dengan catatan bahwa
pengemudi senantiasa diawasi oleh aparat, dan diambil tindakan kalau
melakukan pelanggaran.

Emosi, Emosi seorang pengemudi akan mempengaruhi keputusan yang
akan dibuatnya atas dasar pengalaman yang dimilikinya,
kecerdasannya serta pengendalian yang dilakukan atas jalannya
operasional lalu lintas. Usia seseorang juga mempengaruhi emosi
dalam berlalu lintas.

Sepeda motor dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

golongan ekonomi menengah kebawah, disamping keunggulan dalam

kemampuan bermanuver disela-sela kemacetan. Sepeda motor juga

memberikan efisieni dalam biaya perjalanan. Dampak dari kenaikan BBM
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serta ketidak efisienan sarana angkutan umum dan waktu perjalanan yang
tidak dapat diprediksi, menjadi salah satu penyebab meningkatnya
kepemilikan sepeda motor. Meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor
mengiringi meningkatnya kecelakaan yang melibatkan sepeda motor.

Salah satu upaya untuk membuat program aksi guna mengurangi
jumlah kecelakaan adalah dengan mengetahui faktor yang berpengaruh
terhadap terjadinya kecelakaan, yang salah satunya adalah faktor manusia.
Untuk hal tersebut di atas maka perlu diketahui tentang karakteristik
pengendara sepeda motor, diantaranya sosioekonomi, karakteristik
pergerakan dan perilaku dalam berkendara.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa sekitar 1.25
juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas jalan.
Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian dikalangan anak
muda, berusia 15-29 tahun.

Sedangkan kelompok usia diatas 40 tahun adalah relatif kecil
seiring dengan kematangan usia dan tingkat disiplin yang lebih baik
dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengenai
kecelakaan yang melibatkan pengemudi menunjukkan bahwa pada
umumnya pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan adalah mereka yang
berpendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas.

Salah satu metode untuk meningkatkan kesadaran dan budaya

keselamatan jalan adalah dengan melakukan pendidikan dan promosi akan
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pentingnya keselamatan jalan. Pendidikan yang dilakukan sejak usia dini
mengenai pentingnya keselamatan di jalan merupakan cara untuk
membentuk pola pikir dan karakter. Materi kampanye tertib berlalu
lintasdibagi sesuai dengan kelompok usia untuk memudahkan pemahaman
terhadap lingkungan disekitarnya, khususnya terhadap lalu lintas jalan.
Kondisi Kendaraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kondisi
adalah persyaratan atau keadaan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di
jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
Sedangkan sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau
kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah (pasal 1 UU No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Jadi kondisi kendaraan yaitu persyaratan yang harus dipenuhi
kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan, dalam hal ini sepeda motor
baik berupa persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk menjamin keamanan
kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara
dengan baik sehingga semua bagian kendaraan berfungsi dengan baik
seperti mesin, rem, ban, lampu, kaca spion.

Faktor penyebab kecelakaan yang berasal dari faktor kendaraan
antara lain: ban pecah/kempes ban, kondisi rem yang kurang baik, selip
serta tidak ada atau tidak menyalanya lampu kendaraan terutama ketika

mengemudi pada malam hari.
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Berikut penjelasannya:

a. Ban pecah/kemps, Ban pecah/kempes adalah kerusakan ban secara
tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tertusuk oleh paku, batu
tajam atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Tekanan ban
harus diperhatikan karena tekanan ban yang kurang dapat
menyebabkan ketidak seimbangan ban dan menimbulkan ancaman
berkendara terutama dalam kecepatan tinggi.

b. Rem tidak berfungsi, Rem merupakana komponen penting dari sepeda
motor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan
sepeda motor. Sepeda motor memiliki dua rem, yaitu rem depan dan
rem belakang. Rem depan lebih efektif dibanding rem belakang
bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Kecelakaan lalu
lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem (rem blong) sering terjadi
karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem sepeda motor.
Kecelakaan kendaraan yang disebabkan kurang berfungsinya rem
seringkali terjadi ketika rem digunakan secara mendadak. Rem yag
tidak berfungsi tersebut membuat pengendara tidak dapat
mengendalikan kendaraannya sehingga dapat menabrak apa saja
didepannya yang pada akhirnya menimbulkan kecelakaan.

c. Selip, Kendaraan selip merupakan dimana kondisi jalan yang basah
dan licin ban akan kekurangan kemampuan menapak pada jalan,
kecelakaan karena selip sering kali berhubungan dengan pengereman

dan kondisi jalan. Mengerem dengan keras dan mendadak akan
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menyebabkan selip karena perpindahan berat kendaraan secara
mendadak dapat menyebabkan roda depan mengunci, sangat tidak
disarankan berbelok dibarengi dengan pengereman karena beresiko
terjadinya selip.

d. Lampu kendaraan tidak menyala, Kecelakaan yang disebabkan oleh
lampu kendaraan yang tidak menyala seringkali terjadi pada malam
hari. Hal ini dikarenakan kondisi cahaya pada malam hari sangat
minim, hanya mengandalkan lampu jalan dan lampu kendaraan. Akan
tetapi saat ini lampu utama sepeda motor harus tetap menyala pada
siang hari, karena hal ini akan mempermudah pengendara lain
mendeteksi kehadiran sepeda motor melalui spionnya. Kecelakaan
yang disebabkan lampu kendaraan ada juga yang disebabkan lampu
indikator penunjuk arah tidak menyala ketika akan belok, hal ini dapat
menyebabkan kendaraan dibelakangnya tidak mengetahui bahwa
kendaraan di depannya akan membelok dan kemudian terjadi
kecelakaan.*

6 Faktor Lingkungan
Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ketempat lain dari
berbagai lokasi didalam kota maupun diluar kota. Berbagai faktor
lingkungan jalan sangat berpengaruh dalam kegiatan lalu lintas. Hal ini
mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat,

konstan, memperlambat atau berhenti), jika menghadapi situasi seperti ini:

**Marsaid, M.Hidayat, Ahsan, Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan
Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang, Jurnal 1lmu
Keperawatan, Volume 1, Nomor 2, Nopember 2013, h. 98-112
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a. Lokasi jalan
b. Iklim/Musim
c. Volume lalu lintas (karakter arus lalu lintas)

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lingkungan
dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor alam
2) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lain.*’

D. Teori Figh Siyasah
1. Pengertian Figih Siyasah

Kata figih berasal dari fagaha-yafgahu-fighan. Secara bahasa
pengertian figih adalah “paham yang mendalam”. Kata “faqaha”
diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya
digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat
darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i),
merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut
istilah figih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat
yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).
Secara etimologis, figh adalah keterangan tentang pengertian atau paham
dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian

terhadap perkataan dan perbuatan manusia.”® Secara terminologis, figh

*" Nopan Wiranata and Ismail Jalili, “Implementation of Electronic Traffic Law
Enforcement in the Settlement of Traffic Violation Cases in the Jurisdiction of Directorate of
Traffic Police Bengkulu Regional Perspective Of Figih Siyasah,” Journal of Sharia and Legal
Science 1, no. 3 (2023): 127-44, https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.190.

“8 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung, Pustaka
Setia, 2008), h 13
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adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan
yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil
atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan
As-Sunnah). Jadi, figh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai
hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang
disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata
lain, figh adalah ilmu penegtahuan mengenai Islam.*

Figih juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para
ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat
diamalkan oleh umat Islam. Figh disebut juga dengan hukum Islam.
Karena figih bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’
tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi
manusia itu sendiri.>

Karena figh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan
ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau
dasar-dasar (ushul) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab,
spesialisasi figh di bidang furu” (cabang-cabang/ partikularistik) dari
ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu figh terdiri dari dua unsur,
yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu’. Karena itu pula, ia dapat
menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-

kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan

9 Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, Madania
Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

%0 Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Figh Siyasah, Tafaqquh, Vol. 1, No. 2,
Desember 2013
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perubahan zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok,
sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur,
mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan
kebijaksanaan.”* Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan
siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas
sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik,
siyasah artinya megatur, mengendalikan, mengurus atau membuat
keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-gaum, mengatur kaum,
memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung
beebrapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan,
pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-
ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-
ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn kepentingan-
kepentingan umat manusia sesuai degan syara’demi terciptanya
kemashlahatan.>®

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa
siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.>® Dari
penegrtian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah

mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan

*! Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h 26
52 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar llmu Politik Islam..., h 26
>3 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar llmu Politik Islam..., h 27



57

bermasyarakat; b) Pengendalian negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup
manusia dalam kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan
yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara; €)
Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian kemaslahatan
dalam bernegara.*

IImu figh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara
pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk
mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan
umat.> Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari’ah bisa
dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang
sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi
syarat sebagai berikut:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan magashid al-syari’ah, semangat
ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth’i baik wurud maupun dalalahnya;
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu
berdasakan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak
meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan

mudarat;

> Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar llmu Politik Islam..., h 27
° Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, Figh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik
Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 10



58

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan
kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa
dilaksanakan.>

Berdasakan penegrtian etimologi dan terminologi di atas dapat
ditarik keismpulan bahwa Figh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang
secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan
umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa
penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan
yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai
kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Literatur figh siyasah sesungguhnya dikenal dengan dua jenis
siyasah. Pertama, siyasah syar’iyah yaitu siyasah yang proses
penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah
wadh’iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata
yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika
agama. Siyasah syar’iyah dan siyasah wadh’iyah hanya memiliki satu
sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari
manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti ara’ahl basher atau yang
biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al’urf (uruf), al’adah

(adap), al-tajarib (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum yang

*® H.ADjazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis,Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h 28-29
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berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus
menerus berkembang.
Setiap produk siyasah syar’iyah pastilah Islami. Namun tidak
demikian dengan siyasah wadh’iyah. Siyasah wadh’iyah sangat boleh jadi
bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya
memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun
hal ini bukan berarti setiap siyasah wadh’iyah pasti tidak Islami. Siyasah
wadh’iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai
siyasah syar’iyah selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:
a. lIsinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan
syariat Islam;

b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan
hukum dan pemerintahan;

c. Tidak memberatkn masyarakat;

d. Untuk menegakkan keadilan;

e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan
kemudharatan;

f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar’iyah
dan siyasah wadh’iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak
digapainya. Siyasah syar’iyah bertujuan megantarkan rakyat menggapai

kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh’iyah hanya
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bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi
saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan
serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan.
Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur
dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama
bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan
yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba
lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti
ketatanegaraan.”’ Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat
seorang pemimpin  yang memimpin orang-orang disekitarnya.
Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak
bertentangan dengan syari’at Islam yang menyangkut tentang prinsip figh
siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-
Qur’an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia
dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia
wajib untuk menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan selalu
meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa
sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan

zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan

573, Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam
dan Masyarakat, (Jakarta, 199)4, h 2
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diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalahmasalah
kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.>®
. Objek dan Bidang Bahasan Figih Siyasah

Setiap ilmu pstinya mempunyai objek dan bidang bahasannya,
begitu pula dengan figh siyasah. Figh siyasah adalah suatu ilmu yang
otonom sekalipun bagian dari ilmu figh. Figh siyasah mengkhususkan diri
pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata
pengaturan Negara dan pemerintahan. Figh siyasah memiliki persamaan
dengan figh pada umumnya dan dengan siyasah syar’iyah, yakni sama-
sama merupakan produk ijtihad. Figh berbeda dengan figh siyasah pada
umumnya terdapat pada kajiannya.

Kajian figh siyasah sangatlah kuat dan umum, termasuk
didalamnya megkaji tentang figh siyasah. Sementara kajian figh siyasah
sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-
masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian figih siyasah
adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan
untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.
Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Hasbi Ash Shiddieqy meyatakan, objek-objek kajian figh siyasah
berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentafsirannya,

dengan mengingat persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa syari’ah, yang

%8 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah..., h. 20
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kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu

mash dari nash-nash yang merupakan syari’ah amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa

objek bahasan figh siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan

perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam

mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk

mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan

rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai

tujuan negara.”

Objek kajian Figh Siyaasah secara substansial berkaitan dengan

ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

a)
b)
c)
d)

f)
9)
h)

Hak-hak individu dalam bernegara;

Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara;

Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi
mencapai ledersitas suatu pemerintahan;

Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan
negara;

Pelaksanaan demokrasi politik;

Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan

Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.®

%% 3. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah..., h27-28
% Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h. 36
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3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Figih
Siyasah
Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah
memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun
prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam.
Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam
tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin,
dimana secara umum seoranag pemimpin dalam mengemban tugasnya
senantiasa harus beroriensiasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya
baik secara fisik matrial maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini
sejalan dengan Qaidah figh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu,
syara’ menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu:
a. Semua yang megandung madlarat harus dijauhi atau di hilangkan
b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula
prinsip-prinsip:
a. Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan
menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
b. Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh ditempuh dengan
madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada
sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak

kemadlaratan.
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Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang
mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.®

Menurut Al-Bagilani, pengetahuan seorang khalifah tentang

keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa

dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan

bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai

langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan

mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa

dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah,

bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh

banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara

meurut Al-Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu:

a.

b.

Adil dengan segala persyaratannya;

Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum
dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;

Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat
mengganggu geraknya;

Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan

kemaslahatan;

81 Asjmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT.
Bulan Bintang, 1986), h 3-4
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f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam
mempertahankan negara dan memerangi musuh;
g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.®®
4. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam kajian figih siyasah

Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun atas dasar
konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitan
dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang
tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai
budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. la tidak bisa
dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan.
Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang
tinggi atas lingkungannya.®

Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal sebagai
peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau dikenal dengan teori
‘Ashébiyat. Teori ini merupakan pengejawantahan dari teori harmoni ka
al-jasad al-wahid dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman
saling melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi dan
membantu di antara sesama. Melalui teori harmoni ka al-jasad al-wahid
dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu dengan ka al-bunyan yasuddu
ba’duha ba’dla bagaikan sebuah bangunan, yang antara elemen bangunan

yang satu dengan yang lainnya saling memperkokoh memperkuat Teori

%2 H. A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari‘ah, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009), h 70-71
https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-
pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam
15:25
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‘Ashabiyat solidaritas kelompok dan konsep ta’awun al-ihsan itu
didasarkan atas pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya terkandung
norma akidah dan syari’at.

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan
abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng
tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal
dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan
dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada delapan istilah, yaitu; Imam
dalam Surat al-Bagarah 124. Khalifah pada al-Bagarah: 30. Malik, al-
Fatihah : 4, Wali pada al-A’raf : 3. ‘Amir dan Ra’in, Sultan, Rais, dan
Ulil ‘amri.**

Surat Al-Bagarah Ayat 124

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan
beberapa kalimat (perintan dan larangan), lalu Ibrahim
menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan
menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata:
“(Dan saya mohon juga) dari keturunanku®. Allah berfirman:
"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".%

Surat Al-Bagarah Ayat 30

64 https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-

pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam

15:25

8 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Bagarah Ayat 124, Departemen Agama RI, Bandung:

CV. Daus Sunnah, 2015
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Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi”. Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa
bertashih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui".%®

Surat Al-Fatihah Ayat 4
éﬁ:ﬂ\ ¢3§ ;).}L:
Artinya: Yang menguasai di Hari Pembalasan.®’

Surat Al-A’raf Ayat 3
5380 U S Bl OO0 1 e s 285 1250 03 G

Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu,

dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit

sekali kamu mengambil pelajaran.®®

Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua istilah yang
digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari
kata amma-ya’ummu, yang berarti menuju, dan meneladani. Kata khalifah
berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti “di belakang”. Kata
khalifah sering diartikan “pengganti” karena yang menggantikan selalu

berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya

Beberapa dasar kepemimpinan menurut Islam sebagai berikut:®

% Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Bagarah Ayat 30..., 2015
%7 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Fatihah Ayat 4..., 2015
% Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-A’raf Ayat 3..., 2015
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Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak
beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim karena
bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagamaan rakyat yang
dipimpinnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an; Surat An-

Nisaa: 144.

d
<
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-

orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi
Allah (untuk menghukummu).”

Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang Yyang
mempermainkan Agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-

Maidah: 57.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu
jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang
yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang
musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang
beriman.”

Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya,

pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan

69 https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-
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mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya.
Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:
el sBEull 22 4y 8 asf g Jo
Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka
tunggulah masa kehancurannya. (HR Bukhori dan Muslim)."
Keempat, pemimpin harus bisa diterima (acceptable), mencintai

dan dicintai umatnya, mendoakan da didoakan oleh umatnya.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

Z))l:ajj V.@.ic :J;Kajj cv_iijféj % %: :j:iv\j\ 3 ""‘/T Bl
v&;}&dj” 9 'j.\:d.:j cvﬁwﬂ.’j V'é"/)jm'"j u.’JJ\ “\

Artinya: Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu
cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka
berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang
kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka
dan mereka melaknati kamu. (HR Muslim).”

Kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan
mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan
syari’at, berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekufuran,
kekacauan, dan fitnah, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Alquran,
Surat Al-Maidah: 8

e 238 Sls V_<~a,4 y} Sy M,M J s gt Gl
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai

penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong

2 hitps://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-

mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#. YeT-xPgxXIU, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)
& http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadetail/775/jadilah-
pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)



https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgxXIU
https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgxXIU
http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadetail/775/jadilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat
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kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh,

Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah swt
yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-rasul-Nya.

Dalam Islam tegas dalam menyikapi adanya dualisme dalam
kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. Tidak diperkenankan bagi
seseorang menjadi imam semnetara sudah ada imam lainya yang telah
lebih dahulu memimpin umat Islam. Imam kedua diistilahkan sebagai
pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah
pesatuan umat Islam. Kecaman untuk para pemberontak ini ada dalam
sebuah adis yang artinya:

Ldle 251 86 G 5d 1)

Artinya: Jika didapati ada dua orang imam, maka bunuhlah yang

terakhir dari keduanya. (HR. Muslim, No. 1853)."

Hal ini juga menjadi cerminan dari kehidupan bernegara antara

pemimpin dan warganya. Tidak boleh ada dua pemimpin dalam tubuh

umat Islam. Dalam hadis lain juga dikuatkan bahwa:

JEEAES g’é“\d\mwaﬁm s wuuu\cuw

J.>-‘§J\ d""‘ L'e q_o)L_:
Artinya: Siapa yang membai’at seorang imam pemlmpln) lalu
memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah
ahtinya, hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin. Dan jika
datang orang lain yang mencabut kekuasaan itu, penggallah leher
orang itu. (HR. Muslim).”

™ Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 8..., 2015

7> https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-bidah.html, (di akses 17
Januari 2021, jam 14.15 WIB)

"8 https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html, (di akses 17 Januari
2021, jam 14.15 WIB)
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Berdasarkan dalili-dalil di atas tentang dasar kepemimpinan
menurut Islam dan dualisme kepemimpinan dalam tubuh umat Islam,
bahwa pemimpin harus mempunyai kriteria kepemimpinan yang harus
terpenuhi, pertama tidak menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin bagi
umat Islam, kedua tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang
mempermainkan Agama Islam, ketiga pemimpin harus mempunyai
keahlian di bidangnya, keempat pemimpin yang dicintai umatnya, kelima
pemimpin yang mengutamakan kepentingan umat, keenam mempunyai
sifat-sifat seperti kepemimpinan nabi. Dalam hal dualisme kepemimpinan
dalam umat Islam tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam
sementara sudah ada imam lainya yang telah lebih dahulu memimpin umat
Islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat
munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat Islam.

Menurut Imam Al-Mawardi untuk menjadi pemimpin harus
mempunyai tujuh kriteria yang harus terpenuhi yaitu:

1. adil dalam arti yang luas

2. memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi
persoalan-persoalan dan hukum

3. sehat pendengaran, mata dan lisan supaya dapat berurusan langsung
dengan tanggung jawab

4. sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan
melangkah cepat

5. pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
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6. berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan menghadapi musuh
7. keturununan Quraisy.’’

Ketujuh syarat tersebut harus terpenuhi sebelum seseorang dipilih
atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemimpin.
Syarat ahlul ijtihad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling
penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk
dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

Dalam permasalahan yang penulis ingin teliti terhadap rangkap
jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas, berdasarkan
tujuh kriteria menurut imam Al-Mawardi di atas, bahwa sangkat sedikit
yang meyinggung mengenai rangkap jabatan yakni hanya beberapa kriteria
saja, bahkan kriteria tersebut bersifat umum. Oleh karena itu nilai-nilai
dalam Islam menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis permasalahan
rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas

perspektif figh siyasah.

" Al-Mawardi,”ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah Islam”, (Jakarta: Qisthi

Press, 2015), him 25.



